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PRAKATA

Perpustakaan
Universitas Kalolik Parahv
3 1

Vierdel

= i e
D A

PAapA mulanya hukum kewarganegaraan dan keimigrasian
ini merupakan bagian atau salah satu pokok bahasan dari
hukum tata negara positif yang membahas lembaga-
lembaga negara, atau menurut istilah teknis kurikuler di
fakultas hukum dikenal sebagai Hukum Tata Negara IL
Namun demikian, sejak sekitar awal tahun 1980-an Fakultas
Hukum Universitas Katolik Parahyangan berinisiatif untuk
memisahkan bagian yang membahas masalah kewargane-
garaan ini dari Hukum Tata Negara II, dan mempercaya-
kan pengembangannya kepada penulis. Bahkan Konsorsium
IImu Hukum telah mempertimbangkan hukum kewarga-
negaraan ini sebagai salah satu mata kuliah dalam rancang-
an Kurikulum Fakultas Hukum di Indonesia. Maka di-
susunlah silabus dalam rangka penyelenggaraan mata
kuliah Hukum Kewarganegaraan tersebut.

Silabus mata kuliah Hukum Kewarganegaraan ini dari
tahun ke tahun mengalami pelbagai perbaikan dan pe-
nyempurnaan. Kemudian dirasakan perlu adanya suatu
buku pegangan guna penyelenggaraan perkuliahan Hukum
Kewarganegaraan. Atas dasar itu, kiranya telah tiba saatnya
untuk menuangkan rangkaian kuliah Hukum Kewargane-
garaan dalam suatu buku.

Dorongan untuk membukukan hukum kewarganegaraan
ini semakin kuat dengan adanya fakta bahwa pelbagai pi-
hak di masyarakat luas juga memerlukan pegangan di bi-
dang kewarganegaraan dan keimigrasian ini, terutama da-
lam kaitannya dengan kehidupan bernegara dan bermasya-
rakat di Indonesia.
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Namun demikian, keberadaan mata kuliah Hukum Ke-
warganegaraan di Fakultas Hukum Universitas Katolik
Parahyangan serta terbitnya buku ini tidaklah terlepas dari
peranan Prof. Dr. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H. Atas
petunjuk serta bimbingan beliaulah sebenarnya mata kuliah
ini berada di jajaran kurikulum Fakultas Hukum Univer-
sitas Katolik Parahyangan. Khususnya dalam rangka terbit-
nya buku ini, penulis tidak dapat melupakan peran beliau.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan penghargaan
serta ucapan terima kasih kepada Saudara Eko Purwanto,
S.H. dan Saudara Gamma Sri Hutama yang telah bersusah
payah mengedit buku ini. Penghargaan dan rasa terima
kasih yang sama kiranya perlu dilayangkan pula kepada
pihak Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama yang telah
bersedia menerbitkan buku ini.

Semoga bermanfaat.

Bandung, April 1993
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PENGANTAR

1. Hakikat dan Pengertian

Salah satu unsur yang paling hakiki dalam suatu negara
adalah warga negara. Bahkan menurut pelbagai teori yang
dikembangkan dalam Ilmu Negara, negara ada demi warga
negaranya. Terutama jika kita mengacu kepada paham de-
mokrasi, yang dianut oleh pelbagai negara modern dewasa
ini. Eksistensi negara adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan
oleh rakyat.

Warga negara adalah anggota negara. Demikian secara
singkat pengertian umum tentang warga negara. Sebagai
anggota suatu negara, seorang warga negara mempunyai
kedudukan yang khusus terhadap negaranya. la mempu-
nyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal
balik terhadap negaranya. Hal inilah yang membedakan
antara warga negara dan orang asing.

Dengan demikian masalah ini jelas merupakan salah satu
masalah yang bersifat prinsipial dalam kehidupan berne-
gara. Tidaklah mungkin suatu negara dapat berdiri tanpa
adanya warga negara. Dalam rangka itu, muncullah suatu
cabang hukum yang disebut dengan hukum kewarganegaraan.

Adapun pokok bahasan yang dipermasalahkan di sini
bukanlah masalah hak dan kewajiban warga negara, me-
lainkan terutama masalah proses, khususnya masalah per-
syaratan untuk menjadi warga negara Indonesia. Di sam-
ping itu, masalah kewarganegaraan tidak dapat dilepaskan
dari masalah keimigrasian. Hal ini tampak jelas jika kita
memperhatikan pengertian keimigrasian itu sendiri. Ke-
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imigrasian pada hakikatnya adalah hal ihwal lalu lintas
orang yang masuk atau keluar wilayah suatu negara, dan
pengawasan orang asing di wilayah negara yang bersang-
kutan. Di sini pihak negara berperan besar dalam mengatur
lalu lintas orang, terutama dihubungkan dengan pembe-
daan antara warga negaranya dan orang asing. Warga ne-
gara mempunyai hak untuk keluar-masuk negaranya. Se-
mentara orang asing praktis hanya berhak untuk keluar.
Demikian pula hak dan kewajiban seorang warga negara di
negaranya akan jauh berbeda dari hak dan kewajiban orang
asing.

Atas dasar itu, berbicara tentang masalah kewarganega-
raan tidak akan lengkap jika tidak membahas masalah ke-
imigrasian pula. Juga dalam konteks hukum nasional In-
donesia. Oleh karena itulah, buku ini diberi judul Hukum
Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia.

2. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembahasan, buku ini terbagi menjadi
enam bagian. Masing-masing bagian dibahas dalam sebuah
bab.

Adapun yang merupakan bagian pokok atau inti pem-
bahasan dalam buku ini adalah bagian yang ketiga, yang
membahas hukum kewarganegaraan positif Indonesia. Pada
bagian ini secara panjang-lebar diuraikan tentang cara
memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
Ditambah dengan beberapa masalah yang terkait dengan-
nya.

Namun demikian, masalah ini kiranya agak sulit di-
pahami apabila kita tidak mempunyai bekal tentang asas-
asas hukum kewarganegaraan serta latar belakang seja-
rahnya. Untuk itu sebelum sampai ke bagian yang ketiga,
pertama-tama kita akan membahas asas-asas hukum kewar-
ganegaraan pada bagian yang pertama. Kemudian dilanjut-
kan dengan pembahasan mengenai latar belakang sejarah
hukum kewarganegaraan, dalam bagian yang kedua.

Selanjutnya seperti yang terurai di atas, masalah ke-
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imigrasian merupakan satu’ kesatuan dengan masalah ke-
warganegaraan. Oleh karena itu, secara khusus masalah
keimigrasian ini akan dibahas dalam bagian yang keempat
tentang keimigrasian di Indonesia.

Dalam hubungannya dengan pembicaraan tentang ma-
salah kewarganegaraan dan keimigrasian di atas, penting
pula untuk membahas masalah bukti kewarganegaraan In-
donesia. Pembahasan tentang bukti kewarganegaraan dalam
pagian yang kelima ini disatukan dengan pembahasan ten-
tang masalah dwi-kewarganegaraan RI-RRC. Hal ini meng-
ingat bahwa dalam perjalanan kehidupan ketatanegaraan di
Indonesia, kedua hal itu berhubungan erat satu sama lain.

Akhirnya, bagaimana warga negara Indonesia dan orang
asing di Indonesia diakui keberadaannya secara yuridis
dibahas dalam bagian yang keenam tentang catatan sipil.
Hal ini mengingat bahwa catatan sipil itu merupakan suatu
lembaga publik yang secara formal dan resmi mencatat
segala sesuatu yang berhubungan erat dengan warga ne-
gara Indonesia dan orang asing sebagai pribadi hukum
yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu.



BAB I

ASAS-ASAS HUKUM
KEWARGANEGARAAN

1. Pokok Permasalahan

Warga negara adalah anggota negara. Demikian secara
singkat pengertian umum tentang warga negara. Sebagai
anggota suatu negara, seorang warga negara mempunyai
kedudukan yang khusus terhadap negaranya. la_mempu-
nyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal
balik terhadap negaranya. Hal inilah yang membedakan
antara warga negara dan orang asing.

Masalah ini merupakan salah satu masalah yang bersifat
prinsipial dalam kehidupan bernegara. Tidaklah mungkin
suatu negara dapat berdiri tanpa adanya warga negara. Hal
ini secara jelas dikemukakan dalam Pasal 1 Montevideo Con-
vention 1933: On the Rights and Duties of States, yang ber
bunyi,

The state as a person of international law should possess the following
qualifications: a permanent population, a defined territory, a govern-
ment, a capacity to enter into relations with other states.

Negara sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut: rakyat yang permanen, wilayah
yang tertentu, pemerintahan, kapasitas untuk terjun ke dalam
hubungan dengan negara-negara lain.

Adalah hak masing-masing negara untuk menentukan
siapa saja yang dapat menjadi warga negaranya. Dalam hal
ini setiap negara berdaulat, hampir tidak ada pembatasan.
Namun demikian, suatu negara harus tetap menghormati
prinsip-prinsip umum hukum internasional. Sudargo Gau-
tama (1975:6) memberi beberapa contoh sebagai berikut:



a. Kurang masuk akal jika Indonesia menetapkan bahwa
setiap orang Eskimo di Kutub Utara adalah warga
negara Indonesia.

b. Penetapan kewarganegaraan atas dasar agama semata-
mata ataupun kesamaan bahasa atau warna kulit, juga
bertentangan dengan prinsip hukum internasional se-
perti termaksud di atas.

Sebaliknya, suatu negara juga tidak dapat menentukan
siapa yang merupakan warga negara dari negara lain. Se-
bab ini berarti melanggar kedaulatan negara lain.

Atas dasar itulah, diperlukan adanya pengaturan me-
ngenai kewarganegaraan. Di Indonesia, dasar pengaturan-
nya ada di dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945.
Kemudian diatur lebih lanjut di dalam peraturan perun-
dang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 62/1958
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. '

Dalam rangka itulah muncul suatu cabang hukum yang
disebut hukum kewarganegaman Namun yang dipermasalah-
kan oleh cabang hukum ini bukanlah masalah hak dan

kewajiban warga negara, melainkan—terutama—masalah
proses, khususnya masalah persyaratan untuk menjadi war-
ga_negara Indonesia. Masa%aﬁ %ak dan kewajiban warga
negara itu akhirnya diatur dalam seluruh sistem hukum
negara yang bersangkutan

2. Peristilahan dalam Hukum Kewarganegaraan

Seperti halnya pembahasan setiap cabang hukum, pem-
bahasan hukum kewarganegaraan juga didahului dengan
uraian mengenai sejumlah asas yang terdapat dalam hu-
kum kewarganegaraan. Hal ini penting, agar kita tidak
menemui kesulitan dalam pembahasan hukum kewarga-
negaraan (positif) itu sendiri. Dalam rangka itu bab ini
terutama membahas masalah peristilahan dan pengertian
yang ada dalam hukum kewarganegaraan. Pertama-tama
yang perlu dikemukakan di sini adalah beberapa istilah
yang biasa digunakan.




A. Warga Negara dan Kaulanegara

Jstilah warga negara merupakan terjemahan dari istilah Be-
landa staatsburger. Sedangkan istilah Inggris untuk penger-
tian yang sama adalah citizen, dan istilah Perancis-nya ada-
lah citoyen. Istilah dalam bahasa Inggris dan Perancis itu
cukup menarik, karena arti harafiah keduanya adalah warga
kota. Ini tentu tidak terlepas dari pengaruh konsep polis
pada masa Yunani Purba. Tidak mengherankan, mengingat
bahwa konsep negara modern atau negara kebangsaan (na-
tion-state) dewasa ini, yang dipelopori oleh Amerika Serikat
dan Perancis pada abad XVIII, mengacu pada konsep polis
Yunani Purba itu. Polis mempunyai warga yang disebut
warga polis atau warga kota atau citizen atau citoyen. Istilah
ini kemudian "disempurnakan" dalam bahasa Belanda (dan
Jerman) menjadi staatsburger atau warga negara.

Selain_itu, dalam bahasa Indonesia dikenal pula-istilah
kaulanegara. Istilah kaula yang berasal dari bahasa Jawa ini,
berdasarkan peraturan perundang-undangan Hindia Belan-
da mempunyai pengertian yang sepadan_dengan istilah
Belanda onderdaan. Dalam peraturan perundang-undangan
“Hindia Belanda, khususnya Wet 10 Februari 1910, istilah
onderdaan ditujukan pada warga Belanda di Hindia Belanda,
'yang merupakan salah satu wilayah jajahan Kerajaan Belan-
da. Jadi, dapat dikatakan bahwa onderdaan atau kaulanegara
merupakan suatu konsep yang kurang-lebih identik dengan
pengertian semiwarga negara. Meskipun demikian, B.P.
Paulus (1983) menerangkan bahwa istilah ouderdaan atau
kaulanegara atau subject (Inggris) atau sujet (Perancis) me-
nunjuk pada ikatan antara seorang warga negara dan ne-
garanya yang berbentuk kerajaan.

" B. Sistem Aktif dan Sistem Pasif

Seseorang dapat memperoleh atau kehilangan status kewar-
ganegaraan suatu negara dengan dua cara. Pertama, orang
itu secara aktif berusaha untuk memperoleh atau melepas-
kannya. Cara ini biasa disebut dengan cara memperoleh
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'ganegaraan suatu negara tertentu. Sebaliknya hak rep

atau kehilangan kewarganegaraan dengan sistem (stelsel)
aktif. Sebaliknya dapat pula terjadi, seseorang memperoleh
atau kehilangan status kewarganegaraannya tanpa berbuat
apa pun. Negaranyalah yang mempermaklumkan status
baru dari orang yang bersangkutan. Cara ini sering disebut
cara memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan dengan
sistem (stelsel) pasif.

C. Hak Opsi dan Hak Repudiasi

Ada dua jenis hak yang berkaitan erat dengan masalah di
atas, yaitu hak opsi dan hak repudiasi. Hak_qp\m adalah hak
seseorang untuk memilih atau menerima tawara”'”'kewar-

adalah hak_seseorang untuk menolak tawardn _kewarga-

negaraan suatu negara tertentu
3. Pengertian Warga Negara
dan Hukum Kewarganegaraan

Penjelasan Umum Undang-Undang No. 62/1958 antara lain
menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kewarga-
negaraan adalah segala jenis hubungan antara seseorang

an negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara
itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Dengan
demikian hukum kewarganegaraan merupakan hukum
yang mengatur hubungan-hubungan tersebut.

Untuk memahami batasan itu kita perlu melihat penger-
tian nasionalisme yang merupakan sendi dasar dari masalah
kewarganegaraan ini. Mengingat bahwa masalah kewar-
ganegaraan tidaklah terlepas dari paham nasionalisme. Per-
aturan mengenai kewarganegaraan merupakan suatu kon-
sekuensi langsung dari perkembangan paham nasionalisme.
Dengan terbentuknya negara modern atau negara kebang-
saan sejak abad yang lalu, dirasa perlu pula untuk meng-
atur mengenai siapa yang menjadi warganya.

A. Perkembangan Konsep Kewarganegaraan
Nasionalisme merupakan suatu konsep yang meletakkan
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kesetiaan tertinggi seseorang kepada suatu negara (modern)
tertentu. Konsep ini semakin lama semakin berperan dalam
penyelenggaraan setiap segi kehidupan, baik yang bersifat
publik maupun yang bersifat privat. Mereka yang terikat
secara yuridis dan politis pada suatu negara tertentu pada
gilirannya membentuk suatu ikatan yang disebut bangsa
modern atau dalam bahasa Inggris disebut nation.

Konsep nasionalisme ini berakar dari peradaban purba
yang dikembangkan oleh bangsa Yunani Purba dan Ibrani

Purba (Hans Kohn, 1984). Kedua bangsa ini sadar bahwa
mereka lain dari bangsa yang lain. Kesadaran ini bukan
disebabkan oleh ikatan terhadap figur raja atau kerajaan
tertentu, melainkan pada ikatan rakyat itu sendiri. Artinya,
sejarah kedua bangsa ini tidak terkait pada figur raja atau
suatu kerajaan tertentu seperti sejarah bangsa-bangsa lain.
Rakyat kedua bangsa itu sendirilah yang secara keseluruh-
an menjalin sejarah mereka. Bangsa Ibrani Purba terbentuk
dan terbina oleh kenangan akan masa lampaunya serta
harapan di masa yang akan datang yang sama. Sementara
bangsa Yunani Purba meletakkan kesetiaan mereka yang
tertinggi pada suatu ikatan politis yang dikenal dengan
sebutan polis. Di sinilah letak akar nasionalisme yang ke-
mudian mewarnai corak bangsa-bangsa modern dewasa ini.

Pada akhir abad keempat Sebelum Masehi muncullah
Alexander Agung atau Iskandar Zulkarnain, yang memim-
pikan dan mempertaruhkan segalanya untuk mewujudkan
suatu imperium yang meliputi seluruh dunia. Di bawah
pengaruh cita-cita orang Makedonia ini, para filsuf Stoa
Yunani mengembangkan suatu konsep yang dikenal se-
bagai konsep_kosmopolitanisne. Konsep ini mengajarkan bah-
wa tanah air umat manusia adalah seluruh muka bumi ini

Wkosmopoﬁtanisme berpendapat
ahwa setiap manusia adalah warga dunia.
Mwww%
samaan dengan berkembangnya Kekaisaran Roma. Orang-
orang Roma berhasil mengubah konsep polis modeél Yunani

menjadi suatu imperium yang meliputi seluruh dunia yang
dikenal pada waktu itu. Mereka mengorganisasi "dunia"
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